BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
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keuangannya il Dengan adanya UU No. § Tahun 2014 don PP No 43
Tahun 2014 menjadi tonggak transformasi paradigma pengaturan desa. Desa tidak
lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek
dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Desa
diberikan  otoritas  penuh  dalam  mengontrol  wrusan  penyelenggaraan
pemerintahan, kepentingan penduduk setempat yang berlandaskan prakarsa, hak
asal usul, adat istiadat. serta nilai sosial budaya penduduk desa.



Disahkannya UL Ne. 6 Tahun 2014 dan PP No43 Tahun 2014 memperkuat
status desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum yang sangnt
dihargai keberadsannya dalam sistem pemerintahon Indonesia dan mempunya
kewenangan untuk mengontrol segala aktivitas yang dapat menyejahterakan desa
dan penduduk desa setempat.

Dana desa (DD) mens arl APBN untuk diberikan
kepads desa melalui Kabupatenkota kemudian dipakai untuk  mendana
penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan, pembinaan penduduk
dan pemberdayann penduduk desa. Dana desa (DD) dianggarkan secara nasional
oleh pemerintah pusat untuk disalurken kepadn desa sebagai wujud pengokuan
negarn kepada desa sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan antusiasme
aparstur desa mengeksekusi programnya dolam  menvejahterakan desn dan
memajukan desa (Lalira et al. 2018), Klasifikasi dana desa (DD) dikalkulasi




berdasarkan 4 faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan
letak kesulitan peografis.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 mengenai dana desa
yang bersumber dari APBN memberikan kepastian hukum mengenai pemberian
dana desa oleh pemerintah pusat Regulasi tersebut mengatur mengenai

Sumber : website DIPK Kemenkeu Databoks. Katadatz.co_id

Tika dilihat tabel di atas, anggaran dana desa (DD) mengalami kenaikan setiap
tahunnya, menurst Menteri Desa. Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi
{Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bahwa anggaran dana desa pada tahun
2021 ini sama seperti tahun anggaran 2020 sebesar Rp 72 Triliun.



Kabupaten Sleman jalah salah sato dari 5 wilaysh administratif yang ada di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dan kelima wilavah administratif di
Frovinsi DIY, Kabupaten Sleman merupakan wilayah terbesar ke-3 dengan luas
wilayah yaitu 57482 hektare atou persentase 18% terhadap keseluruhon luas
provinsi DIY yang lussnya mencapai 318.580 hektare. Jika melihat pada jumlah
penduduk, sebanyak 30% dari total j enduduk di Provinsi DIY terdetak di
Kabupaten Sleman pada 1.248.258 jiwa dengan laju
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Tabel 1.2 Angearan Duna Desa Kabupaten Sleman 20015 — 2020

Tahun Dvana Desa Jumiah Desa
Penerlma Dana Desa
2015 28.048.816.000 &6 Desa
2016 63.014.717.000 86 Deza
2017 R0.855.813.000 86 Desa




2018 81 1RT.698.000 &6 Desa
2019 00.035.176.000 86 Desa
2020 105.030.876.000 26 Desa

Sumber ; slemankab.go.id

Jika dilihat dari tabel di atos. jumfsh anggaran dana desa (DD di Kabupaten
Steman vang dianggarkan oleh pemer

Dengan adanya anggoan o yang cukup besar 1 desa, maka pemerintah
Kabupaten Sleman memiliki krwn_pbm mehhlkm pengawasan (controliing)
terhadap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Mengacu pada Peraturan
Bupati Sleman No.ll Tahun 2019 mengenm pedoman pembinaan dan
pengawasan keuangan desa bahwa pengawasan keuangan desa dilaksanakan
dalam bentuk pemeriksaan. monitoring dan evaluasi dengan sasaran pengawasan
yang menvangkut keuangan dess yaitu pemerintah desa, BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), BUMDesa dan Badan Kerja sama antar desa.




Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat APIP merupakan instansi
pemerintah vang mempunvai tugas pokok don fungsi dalam melakukan
pengawasan intermal di lingkungan pemerintah pusat maupun daermah. APIP
dibentuk Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan PP No.l§ tahun 2016 tentang Perangkat Daerah vang

Daerah (APED),

Di Indonesia, nampaknya kasus penyelewengan terhadap dans desa (DD)
sampai saat ini masih belum bisa diberantas oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah dacrah. Maksud dari belum bisa diberantas masih terdapat kasus
penyelewengan dana desa (DD) vang dilakukan oleh perangkat desa di berbagai
daerah Iiap tahunnya. Menurut data fndonesian Corruption Watch {ICWT seluma
kurun waktu 5 tshun dan tahun 2015 sampai dengan 2020 terdapat 676 terdakwa

kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang dimana kasus



penyelewengan dana desa tersebut menempatkan posisi ke-2 kerugian negara di
tahun 2020 yang berjumiah Rp 111 miliar (Kompas, 2021),

D Kabupaten Steman sendiri, pada pertengahan tahun 2019 diketahw terdapat
kasus tindakan korupsi terhadap dana desa yang menyeret Kepala Desa
Banyurejo, Kecamatan Tempel. Kabupaten Sleman. Tindakan penyelewengan

g tahun 2015 dan 2016 yang diduga
dapat memgikan peg ai Rp' ; 2019 kepala desa tersebut
i - han (Harian Jogja, 2019),

desa dilakukan untuk menjamin bihws
dengan ketentuan peraturan perundong — undangan dan menangkal upaya — upaya
menyimpang dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Bupati No.l1 Tabun 2019 tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan keuangan desa bahwu Inspektoral Kabupaten Sleman memiliki
kewenangan melokukan pengawssan terhadap dana desa dengan sasaran
pengawasannya vaitu pemerintah desa, BPD, BUMDes dan badan kerja sama



antar desa. Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sleman dibentuk melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.ll Tabun 2016 tentang pembentukan
dan susunan perangkat daersh pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan
Bupati Sleman No.49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Inspektoral Kabupaten. Inspektorat Kabupaten Sleman
memiliki peran vaitu melaksanakan pengepdalian dan pengawasan pengelolaan

elolaan keuangan desa yang baik,

Berdasarkan dari penemuan permasalahan vang tercantum di latar belokang
masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

|. Bagaimann kinerja Inspektorst Kabupaten Sleman selaku Aparat
Pengawas Intem Pemerintoh (APIP) di tingkat daerah Kabupaten/Kota

dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa”



2. Fuoktor — faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja Inspektorat
Kabupaten Sleman terhadap pengawasan dana dess di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelition mengenai *Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten

pﬂlgelnlum dana desa.
serta wawasan terhadap kinerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan
dana desa.

# Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan wawasan baru khusunya dalam bidang pengawasan.
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1.5 Sistematika Bab
Dalam penyusunan skripsi ini. terdapat sistematika penulisan sebagai bertkut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini terdapat latar belakang dari masalah yang menjadi topik
skripsi, rumusan nasalah, Jjuan dan manfaat pe

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan duri pembahasan hasil penelitian vang
dilakukan dan terdapail saran dari permasalahan yang ditemukan pada objek
penelitian berdasarkan topik yang dibahas pada skripsi ini.



	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_015.pdf (p.1)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_016.pdf (p.2)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_017.pdf (p.3)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_018.pdf (p.4)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_019.pdf (p.5)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_020.pdf (p.6)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_021.pdf (p.7)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_022.pdf (p.8)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_023.pdf (p.9)
	Skripsi 17.94.0037 Yoga Guntara Setiawan_024.pdf (p.10)

